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 Airspace is one of the important aspects of a country's 
sovereignty. As stipulated in international law, especially in the 
1944 Chicago Convention, each country has full and exclusive 
sovereignty over the airspace over its land and territorial 
waters. Airspace management is crucial in maintaining national 
security, smooth air transportation, and the use of air resources 
for various interests, including the economy and defense. 

This study analyzes the legal meaning of airspace 
management rights, management policies implemented by the 
government, and challenges faced in the regulation and 
utilization of airspace. The discussion also included potential 
conflicts between stakeholders who have different interests 
related to the use of airspace, as well as the importance of 
appropriate regulations to ensure fair and sustainable use of 
airspace. 

Airspace management is an important aspect in maintaining 
national sovereignty and security. Indonesia has full sovereignty 
over its territory, as stipulated in various national regulations 
and supported by international law. The conclusions of this 
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study are expected to contribute to the development of more 
effective policies and regulations for airspace management in 
Indonesia. 

 Abstrak 

 Ruang udara merupakan salah satu aspek penting dalam 
kedaulatan suatu negara. Sebagaimana yang diatur dalam 
hukum internasional, khususnya dalam Konvensi Chicago 1944, 
setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas 
ruang udara yang berada di atas wilayah darat dan perairan 
teritorialnya. Pengelolaan ruang udara menjadi krusial dalam 
menjaga keamanan nasional, kelancaran transportasi udara, 
serta pemanfaatan sumber daya udara untuk berbagai 
kepentingan, termasuk ekonomi dan pertahanan. 

Penelitian ini menganalisis makna hukum dari hak 
pengelolaan ruang udara, kebijakan pengelolaan yang 
diterapkan oleh pemerintah, serta tantangan yang dihadapi 
dalam pengaturan dan pemanfaatan ruang udara. Pembahasan 
juga mencakup potensi konflik antar pemangku kepentingan 
yang memiliki kepentingan berbeda terkait dengan penggunaan 
ruang udara, serta pentingnya regulasi yang tepat untuk 
memastikan pemanfaatan ruang udara yang adil dan 
berkelanjutan.  

Pengelolaan ruang udara merupakan aspek penting dalam 
menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Indonesia 
memiliki kedaulatan penuh atas ruang udara di atas wilayahnya, 
sebagaimana diatur dalam berbagai regulasi nasional dan 
didukung oleh hukum internasional. Hasil simpulan penelitian 
ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 
pengembangan kebijakan dan pengaturan yang lebih efektif 
untuk pengelolaan ruang udara di Indonesia. 

   

A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Dalam perkembangan pada masa sebelum abad keduapuluh manusia tampaknya 

tidak lepas dari kodratnya di mana dalam hidupnya memiliki hasrat terhadap suatu hal 

yang baru, hal-hal tersebut menjadikan perubahan pada perkembangan dunia teknologi 

industri terutama di dunia penerbangan dan udara, namun dalam hal ini untuk 



memberikan dunia yang tertib dan teratur diperlukannya perangkat hukum yang 

mengatur hal tersebut guna menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan bagi 

masyarakat maupun bernegara. 

Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-

Undang No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara angka 1 bahwa wilayah Negara 

Indonesia adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan yang terdiri 

dari wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta 

dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara, termasuk seluruh sumber 

kekayaan yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian Undang-Undang No. 43 Tahun 

2008 memberikan gambaran komprehensif mengenai berbagai komponen yang 

membentuk wilayah Indonesia, termasuk kekayaan alam yang menjadi bagian integral 

darinya. Ini mencakup potensi ekonomi, sumber daya mineral, hutan, dan aspek-aspek 

lainnya, termasuk geografis, perairan, dan udara. Semua ini dapat dimanfaatkan untuk 

pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan negara serta penduduknya. 

Wilayah suatu negara biasanya memiliki atas kedaulatan daratan, perairan, dan 

ruang udara atau disebut sebagai wilayah negara tiga dimensi. Namun, tidak semua 

negara memiliki wilayah perairan (laut) dan dikenal sebagai negara tertutup (Landlocked 

States), seperti Irak, Laos, dan Kamboja. Meskipun begitu, semua negara di dunia 

memiliki wilayah daratan dan ruang udara. 

Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan utuh sebagai satu unsur terhadap wilayah 

udara Republik Indonesia serta tidak dapat dipisah-pisahkan. Secara yuridis sebagai 

Negara yang sudah merdeka, Indonesia belum memiliki undang-undang tentang 

pengaturan ruang udara. Dalam hal ini ruang udara beserta sumberdaya di dalamnya 

sebagai sumber daya milik bersama (common pool Resources) dengan pemanfaatan 

serta kepentingan yang beragam, menjadikannya bersifat tidak terbatas. Situasi ini 

berpotensi memicu berbagai masalah antara para pemangku kepentingan terkait 

penggunaan dan pemanfaatan ruang udara. Oleh sebab itu guna mencegah dan 



melindungi dari berbagai potensi permasalahan pemanfaatan dan pengelolaan ruang 

udara tersebut, perlu diwadahi melalui adanya pengaturan pengelolaan ruang udara 

dalam bentuk regulasi yakni peraturan perundang-undangan.1 

Wilayah udara, juga disebut "ruang udara", adalah area di atas daratan dan perairan 

suatu negara, yang dimana hal ini disebutkan juga dalam Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 

yang menyatakan bahwa "Every State has complete and exclusive sovereignty over the 

airspace above its territory”.2 Ruang udara adalah wilayah tiga dimensi di atas 

permukaan bumi yang digunakan untuk keperluan penerbangan. Wilayah ini termasuk 

atmosfer bumi yang mencakup ketinggian yang beragam, mulai dari lapisan udara yang 

sangat dekat dengan permukaan hingga lapisan udara yang jauh di atasnya. Ruang udara 

adalah domain di mana pesawat udara beroperasi, dan dalam beberapa kasus juga 

termasuk penggunaan oleh pesawat ulang-alik, roket, dan pesawat antariksa. 

Ruang udara biasanya dibagi menjadi berbagai kategori dan wilayah yang memiliki 

batasan dan peraturan tersendiri, termasuk ruang udara terkendali (controlled airspace) 

yang diatur oleh otoritas penerbangan sipil atau militer, serta ruang udara tak terkendali 

(uncontrolled airspace) yang memiliki peraturan yang lebih longgar atau bahkan tidak 

diatur sama sekali. Jenis kelas wilayah udara pun turut di klasifikasi yang disebut dengan 

ruang udara terkendali dan tidak terkendali. Wilayah udara terkendali terdiri dari lima 

tingkatan yang dimulai dari yang paling ketat hingga yang paling tidak membatasi Kelas 

Alpha (A), Kelas Bravo (B), Kelas Charlie (C), Kelas Delta (D), dan Kelas Echo (E). Klasifikasi 

ini dibuat oleh Federal Aviation Administration (FAA).3 

                                                             
1 Kementrian Pertahanan Republik Indonesia. “Rapat pembahasan rancangan undang- undang tentang 
pengelolaan ruang udara”, (2023), Diakses pada 14 Desember 2023, 
https://www.kemhan.go.id/strahan/2022/08/30/rapat-pembahasan-rancangan-undang-undang-
tentang-pengelolaan-ruang-udara.html 
2 Chicago Convention on International Civil Aviation 1944 
3 ATP, “ Airspace Classes - Types of Airspace Classes and How They Are Defined / ATP Flight School”, 
(2023), Diakses pada 14 Mei 2023, https://atpflightschool.com/become-a-pilot/flight-
training/airspace-classes.html. 

https://atpflightschool.com/become-a-pilot/flight-training/airspace-classes.html
https://atpflightschool.com/become-a-pilot/flight-training/airspace-classes.html


Klasifikasi batasan dan pengelolaan ruang udara bertujuan untuk memastikan 

keselamatan penerbangan, mengatur lalu lintas udara, dan mencegah tabrakan antara 

pesawat. Pengelolaan dan pemahaman yang baik tentang ruang udara sangat penting 

dalam bidang penerbangan, termasuk navigasi udara, pengaturan lalu lintas udara, dan 

keselamatan penerbangan. Ruang udara juga memiliki peran penting dalam perjalanan 

udara, pengangkutan barang, dan berbagai aspek lain dari transportasi udara. 

Beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia telah mengatur pengelolaan 

dan pemanfaatan ruang udara Indonesia, undang-undang seperti Undang-Undang 

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 

tentang Wilayah Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. Namun peraturan-peraturan tersebut masih bersifat sektoral dan kewilayahan, 

selain itupula tidak ada peraturan yang mengatur batas ruang udara sehingga bersifat 

parsial, tidak terintegrasi serta tidak menjamin kepastian hukum dan berpotensi 

menimbulkan konflik dalam praktik di lapangan. 

Hal tersebut menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam pengelolaan ruang 

udara yang dapat menyebabkan berbagai masalah. Masalah tersebut termasuk 

pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing (aerial intusion), pelanggaran kawasan 

udara terlarang oleh transportasi udara, serta kurangnya aturan hukum mengenai 

penegakan pelanggaran wilayah udara Indonesia oleh pesawat asing. Selain itu, terjadi 

tarik ulur kepentingan antar-stakeholder terkait penyilidikan dan penanganan baik 

terhadap pelanggaran wilayah udara atau izin lintas udara. 

Beberapa contoh kasus yang pernah terjadi seperti pada tanggal 13 Mei 2022, 

dimana sebuah pesawat asing jenis DA62 yang berasal dari Johor, Malaysia, yang terbang 

tanpa izin melalui wilayah Indonesia di sekitar Batam. Dari kasus tersebut terdapat 

permasalahan dalam penanganannya, yaitu terhambatnya penyelidikan dan 



penanganan penegakan hukum sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi 

tersangka (pilot).  

Berdasarkan hal tersebut, Peneliti menemukan kekosongan hukum dalam hak 

pengelolaan ruang udara, pada penelitian terdahulu yang berjudul Konsep Kedaulatan 

Negara di Ruang Udara dan Upaya Penegakan Pelanggaran Kedaulatan oleh Pesawat 

Udara Asing", Jurnal Konstitusi 2018, yang diteliti dan ditulis oleh Baiq Setiani.4 

Penelitian ini membahas kedaulatan penuh dan eksklusif negara atas ruang udara dan 

upaya penegakan terhadap pelanggaran oleh pesawat asing. Dengan hasil 

kesimpulannya bahwa Ruang udara nasional diatur oleh aturan-aturan internasional 

yang sering kali tidak sejalan dengan kepentingan Indonesia sebagai negara kepulauan. 

Hal ini menyebabkan benturan aturan antara Indonesia yang telah meratifikasi UNCLOS 

1982 dan negara-negara lain yang belum meratifikasi konvensi tersebut, seperti Amerika 

Serikat.  

Maka dari itu penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Hak Pengelolaan Ruang 

Udara (Common Pool Resources) Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang 

Penerbangan” disusun dan dibuat oleh peneliti ini dikarenakan adanya situasi dan 

kondisi yang tidak sesuai dengan perubahan zaman dalam kehidupan masyarakat ini baik 

dalam lingkup individu maupun kelompok serta terjadinya ketidakadilan yang 

menimbulkan ketidakpastian hukum atau aturan-aturan mengenai ruang udara atau 

open sky policy itu sendiri di Indonesia. Sangatlah penting hal ini dilakukan guna 

meminimalisir sebuah pelanggaran, menegakkan hukum atau aturan yang dapat 

digunakan untuk penyelesaian masalah, serta terlindungi hak dari pengguna ruang udara 

itu sendiri agar dapat tertib dan adil.  

2. Identifikasi Masalah 

                                                             
4 Baiq, Setiani. “Konsep Kedaulatan Negara Di Ruang Udara Dan Upaya Penegakan Pelanggaran 
Kedaulatan Oleh Pesawat Udara Asing”, 2018. Jurnal Konstitusi, Vol.14 No.3 (2018), Hal.489  



Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka identifikasi masalah yang akan 

peneliti kaji adalah :  

1. Bagaimana prinsip tanggung jawab negara (State Responbility) dalam 

pengaturan pengelolaan ruang udara? 

2. Bagaimana pengaturan horizontal tata ruang udara negara Indonesia ditinjau 

dari Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan? 

3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini, yaitu : 

1. Untuk mengetahui bagaimana sikap negara dalam mengatasi pengelolaan 

ruang udara apabila terjadinya kekurangan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 

2009 Tentang Penerbangan. 

2. Untuk mengidentifikasi penerapan pengaturan hukum ruang udara dalam 

Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan terkait dengan 

pengelolaan ruang udara. 

4. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti maupun 

pembaca secara teoritis dan praktis, diantaranya sebagai berikut : 

1. Kegunaan secara Teoritis 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca atau 

masyarakat umum terkait dengan ruang udara yang ditinjau dari Undang-Undang 

Penerbangan No. 1 Tahun 2009 yang dimana industri penerbangan semakin maju dan 

pesat sehingga kita perlu mengetahui bagaimana pentingnya ruang udara dan dampak 

yang dapat dialami oleh masyarakat maupun pengguna ruang udara. 

2. Kegunaan secara praktis  

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan atau pedoman bagi pemerintah 

maupun masyarakat Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-



hak bagi pengguna ruang udara serta perlindungan bagi masyarakat yang terkena 

dampak dari penggunaan ruang udara. 

5. Metode Penelitian 

Tujuan dari pe$nde$katan pe$ne$litian ini adalah untuk me$mpe$lajari satu atau be$be$rapa 

ge$jala me$lalui analisis dan pe$me$riksaan me$nye$luruh te$rhadap data untuk ke$mudian 

me$ncoba me$nye$le$saikan masalah yang ditimbulkan ole$h data te$rse$but. Me$tode$ 

pe$ne$litian yang digunakan pe$ne$liti, yaitu : 

a. Metode Pendekatan 

Pe$ne$litian ini me$nggunakan me$tode$ yuridis normatif yang be$rtujuan untuk 

me$nganalisis aturan hukum yang be$rlaku te$rkait hak pe$nge$lolaan ruang udara 

dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 te$ntang Pe$ne$rbangan. Pe$nde$katan 

yuridis normatif ini me$nitikbe$ratkan pada studi te$rhadap bahan hukum prime$r 

dan se$kunde$r untuk me$mahami dan me$nginte$rpre$tasikan norma hukum yang 

ada. 

b. Spesifikasi Penelitian 

Pe$ne$litian ini be$rsifat de$skriptif-analitis. De$skriptif be$rarti pe$ne$litian ini 

be$rtujuan untuk me$nggambarkan se$cara siste$matis, faktual, dan akurat me$nge$nai 

fakta-fakta hukum yang te$rkait de$ngan pe$nge$lolaan ruang udara. Se$dangkan 

analitis be$rarti pe$ne$litian ini juga me$nganalisis aturan-aturan te$rse$but untuk 

me$mahami implikasi dan e$fe$ktivitasnya dalam praktik pe$nge$lolaan ruang udara 

se$bagai sumbe$r daya be$rsama (common pool Re$source$s). 

c. Tahap Penelitian 

Pe$ne$litian ini dilaksanakan me$lalui be$be$rapa tahapan yang siste$matis, dimulai 

dari tahap pe$rsiapan hingga pe$nyusunan laporan akhir. Tahap pe$rtama adalah 

Tahap Pe$rsiapan, yang me$liputi pe$ngumpulan lite$ratur dan bahan hukum yang 

re$le$van. Pada tahap ini, pe$ne$liti me$ngide$ntifikasi sumbe$r-sumbe$r informasi yang 



dipe$rlukan, se$pe$rti buku, jurnal ilmiah, dan pe$raturan pe$rundang-undangan yang 

te$rkait de$ngan topik pe$ne$litian. Se$lain itu, pe$ne$liti juga me$ne$tapkan ke$rangka 

te$ori dan me$todologi yang akan digunakan se$bagai landasan dalam pe$laksanaan 

pe$ne$litian. Se$lanjutnya, pe$ne$litian me$masuki Tahap Pe$ngumpulan Data dilakukan 

de$ngan me$ngumpulkan data se$kunde$r dari pe$raturan pe$rundang-undangan, 

jurnal ilmiah, buku, dan dokume$n te$rkait lainnya, pe$ngumpulan data ini juga 

me$libatkan studi pustaka be$rupa data prime$r, yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 

2009 te$ntang Pe$ne$rbangan. Ke$tiga, tahap Analisis Data me$nggunakan 

pe$nde$katan yuridis normatif untuk me$nganalisis dan me$nge$valuasi ke$te$ntuan 

hukum yang ada. Analisis ini be$rtujuan untuk me$mahami isu-isu hukum yang 

re$le$van de$ngan topik pe$ne$litian. Dan te$rakhir, Tahap Pe$narikan Ke$simpulan dan 

Pe$nyusunan Laporan me$nyusun hasil pe$ne$litian dalam be$ntuk laporan siste$matis 

yang me$nyajikan ke$simpulan dan re$kome$ndasi be$rdasarkan analisis yang te$lah 

dilakukan. 

d. Teknik Pengumpulan Data 

Te$knik pe$ngumpulan data yang dilakukan ole$h pe$ne$liti dalam pe$ne$litian ini 

yaitu studi dokume$n. Studi dokume$n yang dilakukan pe$ne$liti untuk 

me$ngumpulkan data yang dipe$rlukan untuk me$mbahas pe$rmasalahan yang akan 

dibahas pe$ne$liti. Data se$kunde$r yang digunakan ole$h pe$ne$liti yaitu buku yang 

be$rkaitan de$ngan Ke$daulatan Ruang Udara se$rta buku hukum yang be$rkaitan 

de$ngan Ruang Udara dan ke$bijakan ruang udara (ope$n sky policy), dokume$n 

e$le$ktronik maupun non e$le$ktronik, jurnal-jurnal, pe$raturan pe$rudang-

pe$rundangan se$pe$rti Undang-Undang Dasar 1945, maupun dari me$dia ce$tak 

ataupun inte$rne$t yang be$rkaitan de$ngan pe$rmasalahan yang akan dibahas 

pe$ne$liti. 

e. Metode Analisis 



Me$tode$ analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Data yang te$lah 

dipe$role$h akan pe$ne$liti olah dan analisa de$ngan logika induktif untuk 

me$nganalisa data-data yang be$rsifat khusus ke$ umum, dalam pe$ne$litian ini 

digunakan te$rori se$rta pe$raturan yang be$rlaku se$hingga dapat ditarik suatu 

ke$simpulan untuk me$njawab se$rta me$njabarkan pe$rmasalahan yang akan 

diangkat atau dibahas. 

 



B. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Prinsip Tanggung Jawab Negara (State Responbility) Dalam Pengaturan Pengelolaan 

Ruang Udara 

Wilayah atau te$rritorial adalah unsur yang sangat pe$nting yang harus dimiliki ole$h 

suatu ne$gara untuk me$laksanakan ke$daulatan te$ritorialnya. Ruang udara me$rupakan 

salah satu bagian te$rpe$nting dan strate$gis untuk me$ningkatkan ke$se$jahte$raan suatu 

ne$gara. Ne$gara dapat me$lakukan be$rbagai ke$giatan kome$rsialisasi te$rhadap ruang 

udaranya untuk se$be$sar-be$sarnya ke$makmuran rakyatnya. Tidak hanya untuk 

aktifitas kome$rsial, wilayah atau ruang udara juga me$rupakan me$dium atau ruang 

ge$rak bagi pe$sawat-pe$sawat milite$r. Ruang udara dapat digunakan ole$h ne$gara lain 

untuk me$nye$rang ke$pe$ntingan ne$gara kolong de$ngan ke$untungan pe$ndadakan dan 

e$fe$k se$rangan yang sangat luas, juga dapat digunakan untuk ke$untungan spionase$ 

pada masa damai. 

Ne$gara me$miliki kontrol mutlak atas ruang udara di atas wilayah darat dan lautnya 

yang be$rada di bawah yurisdiksinya, dan tidak ada hak lintas damai (innoce$nt passage$) 

bagi pihak asing di ruang udara ini. Pe$nde$katan ini diambil se$bagai upaya me$njaga 

ke$amanan dan ke$daulatan nasional, te$rutama me$ngingat bahwa akse$s tanpa izin ke$ 

ruang udara dapat me$ngancam ke$amanan suatu ne$gara se$cara langsung.5 Ke$daulatan 

ruang udara di Indone$sia diatur ole$h be$be$rapa undang-undang dan pe$rjanjian 

inte$rnasional yang me$ne$gaskan bahwa Indone$sia me$miliki ke$ndali pe$nuh atas ruang 

udara di atas wilayah te$ritorialnya. Be$rdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 

te$ntang Pe$ne$rbangan, khususnya dalam Pasal 4, dite$gaskan bahwa Indone$sia me$miliki 

ke$daulatan pe$nuh dan e$ksklusif atas ruang udara di wilayah te$ritorialnya, yang 

me$ncakup daratan, pe$rairan pe$dalaman, dan laut te$ritorial Indone$sia.6 

                                                             
5 United Nations, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Montego Bay, 10 
December 1982, Article 17. 
6 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Pasal 4. 



Untuk me$laksanakan hal te$rse$but dibe$rikanlah Hak Pe$nge$lolaan Ruang Udara, Di 

Indone$sia, hak pe$nge$lolaan ruang udara diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2009 te$ntang Pe$ne$rbangan, di mana Pasal 4 me$nyatakan bahwa Indone$sia me$miliki 

ke$daulatan pe$nuh dan e$ksklusif atas ruang udara di atas wilayahnya, yang me$liputi 

daratan, pe$rairan pe$dalaman, dan laut te$ritorial.7 Hak ini me$ncakup pe$ngawasan dan 

pe$nge$ndalian se$luruh aktivitas pe$ne$rbangan yang me$le$wati wilayah udara Indone$sia, 

te$rmasuk pe$ne$rbangan kome$rsial inte$rnasional yang me$mbutuhkan izin untuk 

me$lintas. 

Dalam wilayah udara Yurisdiksi dan ke$daulatan adalah dua konse$p hukum yang 

fundame$ntal dalam hukum inte$rnasional dan me$miliki pe$ran yang signifikan dalam 

pe$nge$lolaan ruang udara. Ke$daulatan, se$bagaimana diatur dalam Pasal 1 Konve$nsi 

Chicago 1944, me$mbe$rikan hak e$ksklusif ke$pada ne$gara untuk me$ngatur wilayah 

udara di atas wilayah te$ritorialnya. Artinya, ne$gara me$miliki otoritas pe$nuh te$rhadap 

ruang udara di atas tanah dan pe$rairannya, me$ncakup hak untuk me$ngizinkan atau 

me$larang pe$sawat asing me$lintas.8 Namun, yurisdiksi tidak ide$ntik de$ngan ke$daulatan. 

Yurisdiksi me$rujuk pada we$we$nang ne$gara untuk me$mbe$rlakukan hukum dan 

me$ngatur aktivitas te$rte$ntu, baik di dalam wilayahnya maupun, dalam kasus te$rte$ntu, 

di luar wilayahnya be$rdasarkan prinsip-prinsip hukum inte$rnasional se$pe$rti yurisdiksi 

te$ritorial, pe$rsonal, atau unive$rsal. 

Dalam pe$ngaturan pe$nge$lolaan ruang udara dibutuhkannya prinsip tanggung 

jawab ne$gara ((State$ Re$sponbility) se$bagai bagian pe$nting dalam hukum inte$rnasional 

atas ruang udara di atas wilayah darat dan lautnya yang be$rada di bawah yurisdiksinya. 

Tanggung jawab ne$gara (state$ re$sponsibility) adalah prinsip fundame$ntal dalam 

hukum inte$rnasional yang me$ne$tapkan bahwa ne$gara be$rtanggung jawab atas 
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tindakan atau ke$lalaian yang me$langgar ke$wajiban inte$rnasionalnya.9 Tanggung jawab 

ini me$libatkan ke$wajiban ne$gara untuk me$mpe$rbaiki ke$rugian yang timbul akibat 

pe$langgaran te$rse$but, yang dapat me$ncakup re$parasi, re$stitusi, atau kompe$nsasi. 

Prinsip tanggung jawab ne$gara (state$ re$sponsibility) ini me$ngacu pada ke$wajiban 

ne$gara untuk me$mastikan bahwa aktivitas dalam ruang udara diatas wilayahnya, atau 

yang dilakukan e$ntitas dibawah yurisdiksinya, me$matuhi hukum inte$rnasional. Dalam 

hal ini ne$gara harus me$mastikan be$be$rapa aspe$k te$rkait pe$raturan pe$nge$lolaan ruang 

udara. Pe$rtama, Ke$daulatan pe$nuh atas ruang udara adalah salah satu prinsip 

fundame$ntal dalam hukum udara inte$rnasional yang diatur dalam Pasal 1 Konve$nsi 

Chicago 1944. Prinsip ini me$nyatakan bahwa se$tiap ne$gara me$miliki ke$daulatan 

e$ksklusif dan pe$nuh atas ruang udara yang be$rada di atas wilayah te$ritorialnya, 

te$rmasuk daratan dan pe$rairan te$ritorial. Ke$daulatan ini me$ncakup se$mua je$nis 

pe$ne$rbangan, baik sipil maupun milite$r, dan se$gala be$ntuk pe$nggunaan ruang udara, 

se$pe$rti pe$nge$lolaan jalur pe$ne$rbangan atau pe$ngaturan ke$amanan udara. Ne$gara 

be$rtanggung jawab me$lindungi ruang udaranya dari ancaman se$pe$rti se$rangan udara, 

spionase$, atau pe$langgaran wilayah udara ole$h ne$gara lain. Se$pe$rti contoh 

pe$nanganan pe$langgaran wilayah udara ole$h pe$sawat asing yang masuk tanpa izin. 

Ke$dua, Prinsip ini me$ne$gaskan bahwa ne$gara be$rtanggung jawab untuk 

me$nye$le$saikan se$ngke$ta yang be$rkaitan de$ngan pe$nge$lolaan ruang udara me$lalui 

me$kanisme$ hukum inte$rnasional. Dalam hukum udara inte$rnasional, pe$nye$le$saian 

se$ngke$ta dipe$rlukan untuk me$njaga hubungan baik antarne$gara, me$nce$gah e$skalasi 

konflik, dan me$mastikan ke$patuhan te$rhadap hukum inte$rnasional. Me$ngatur 

pe$nye$le$saian se$ngke$ta pe$ne$rbangan sipil inte$rnasional, te$rmasuk pe$langgaran ruang 

udara, me$lalui prose$dur ne$gosiasi dan pe$ngajuan ke$ ICAO.  

Prinsip tanggung jawab ne$gara dalam pe$nge$lolaan ruang udara me$rupakan 
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fondasi utama dalam me$mastikan bahwa aktivitas pe$ne$rbangan, baik sipil maupun 

milite$r, be$rjalan se$suai de$ngan norma hukum inte$rnasional. Ke$daulatan pe$nuh atas 

ruang udara, se$bagaimana diatur dalam Konve$nsi Chicago 1944, me$mbe$rikan se$tiap 

ne$gara hak e$ksklusif untuk me$ngatur dan me$ngawasi ruang udara di atas wilayah 

te$ritorialnya.10 Hal ini tidak hanya me$ne$gaskan hak ke$daulatan, te$tapi juga 

me$nimbulkan ke$wajiban ne$gara untuk me$njaga ke$amanan dan ke$se$lamatan 

pe$ne$rbangan, se$rta me$nce$gah pote$nsi ancaman yang dapat timbul dari pe$langgaran 

ruang udara ole$h pihak asing. 

Pe$nye$le$saian se$ngke$ta juga me$rupakan aspe$k pe$nting dalam pe$nge$lolaan ruang 

udara. Se$ngke$ta yang muncul akibat pe$langgaran ruang udara atau ke$ce$lakaan 

pe$ne$rbangan lintas ne$gara harus dise$le$saikan me$lalui me$kanisme$ hukum 

inte$rnasional se$pe$rti ne$gosiasi, arbitrase$, atau me$lalui le$mbaga inte$rnasional se$pe$rti 

ICAO dan ICJ.11 Pe$nye$le$saian se$ngke$ta yang e$fe$ktif tidak hanya me$mbantu me$njaga 

hubungan diplomatik antarne$gara, te$tapi juga me$mpe$rkuat ke$patuhan te$rhadap 

hukum inte$rnasional dan me$nce$gah e$skalasi konflik yang dapat me$ngganggu stabilitas 

re$gional maupun global. 

Dalam pe$raturan pe$rundang-undangan Indone$sia juga me$ngatur me$nge$nai hak 

dan ke$wajiban te$rhadap lintas alur laut ke$pulauan yaitu dalam: 

a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 te$ntang Pe$rairan Indone$sia 

b. Pe$raturan Pe$me$rintah Nomor 37 Tahun 2002 te$ntang Hak dan Ke$wajiban 

Kapal dan Pe$sawat Udara Asing dalam Me$laksanakan Hak Lintas Alur Laut 

Ke$pulaun me$lalui Alur Laut Ke$pulauan yang Dite$tapkan 

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 te$ntang Pe$ne$rbangan juga diatur 

me$nge$nai pe$langgaran wilayah ke$daulatan ne$gara ole$h pe$sawat asing. 
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Ne$gara kolong be$rhak me$lakukan inte$rse$psi atau pe$nye$rgapan dan me$maksa 

turun pe$sawat yang me$lakukan pe$langgaran untuk ke$mudian diprose$s me$nurut 

hukum yang be$rlaku di ne$gara te$rse$but. Pe$ne$ntuan status hukum pe$sawat sangatlah 

pe$nting untuk pe$laksanaan pe$ne$gakan hukum te$rkait pe$langgaran wilayah te$rse$but. 

Apabila te$rdapat Pe$sawat Udara Sipil Asing yang me$langgar wilayah udara ne$gara 

Indone$sia maka pe$rsone$l lalu lintas udara harus me$mbe$rikan: 

a. Pe$ringatan agar pe$sawat udara te$rse$but me$ninggalkan zona larangan atau 

pe$mbatasan te$rbang.  

b. Pe$rsone$l lalu lintas udara juga harus me$nginformasikan adanya pe$sawat 

udara yang me$langgar zona larangan maupun pe$mbatasan te$rbang ke$pada 

aparat yang be$rtugas di bidang pe$rtahanan ne$gara.  

c. Apabila pe$ringatan yang dibe$rikan tidak ditaati maka dilakukan tindakan 

pe$maksaan ole$h pe$sawat udara ne$gara (state$ aircraft) untuk ke$luar wilayah 

Indone$sia atau pe$mbatasan te$rbang untuk me$ndarat di pangkalan udara 

atau bandar udara te$rde$kat. Se$mua awak pe$sawat udara be$se$rta muatannya 

dipe$riksa dan disidik de$ngan ke$te$ntuan pe$rundang-undangan yang be$rlaku 

  De$mikian prinsip tanggung jawab ne$gara dalam pe$nge$lolaan ruang udara 

me$ncakup be$rbagai aspe$k hukum saling te$rkait. Ne$gara tidak hanya me$miliki hak 

e$ksklusif atas ruang udara di wilayahnya, te$tapi juga be$rke$wajiban untuk me$nge$lola 

dan me$lindungi ruang udara te$rse$but se$suai de$ngan standar inte$rnasional. Me$lalui 

imple$me$ntasi re$gulasi yang e$fe$ktif, partisipasi dalam inisiatif global, dan pe$nye$le$saian 

se$ngke$ta yang damai, ne$gara dapat me$mastikan bahwa pe$nge$lolaan ruang udara 

be$rjalan de$ngan aman, be$rke$lanjutan, dan harmonis de$ngan ke$pe$ntingan 

inte$rnasional. Ole$h kare$na itu, ke$rjasama inte$rnasional dan komitme$n nasional 

me$njadi kunci dalam me$wujudkan pe$nge$lolaan ruang udara yang be$rtanggung jawab 

dan be$rke$lanjutan. 

2. Pengaturan Horizontal Tata Ruang Udara Negara Indonesia Ditinjau Dari Undang-



Undang No. 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan 

Konve$nsi Chicago pada Pasal 1 me$ngatur bahwa se$tiap ne$gara me$miliki 

ke$daulatan yang utuh (comple$te$) dan e$ksklusif (e$xclusive$) atas ruang udara di atas 

wilayah te$ritorialnya. Artinya bahwa hanya ne$gara yang be$rada di bawah ruang udara 

te$rse$but yang me$miliki ke$daulatan ruang udara di atasnya, se$hingga tidak te$rdapat 

hak-hak ne$gara lain untuk me$lintas, ke$cuali dibe$rikan izin atau dilakukan be$rdasarkan 

pe$rjanjian. Ruang udara di atas wilayah te$ritorial ini yang ke$mudian dise$but se$bagai 

Wilayah Udara. Pe$nggunaan te$rminologi Wilayah Udara akan se$lalu dikaitkan de$ngan 

ke$daulatan atas ruang udara di atas wilayah te$ritorial suatu ne$gara.12 

Ke$daulatan suatu ne$gara atas wilayah udaranya, bukan be$rarti ne$gara tidak 

me$miliki ke$wajiban inte$rnasional pada wilayah udaranya. Ke$wajiban te$rse$but antara 

lain untuk me$mbe$rikan bantuan be$rupa pe$ncarian dan pe$rtolongan te$rhadap pe$sawat 

udara yang me$ngalami in distre$ss di wilayahnya. Disamping itu, ne$gara pe$milik wilayah 

udara juga wajib me$mbe$rikan akse$s ke$pada pe$sawat udara yang me$lakukan 

pe$ndaratan darurat kare$na alasan te$knis (non-traffic purpose$s). Pasal 2 Konve$nsi 

Chicago 1944 me$nyatakan bahwa yang dimaksud de$ngan "wilayah" adalah wilayah 

darat dan pe$rairan te$ritorial yang be$rada dibawah ke$daulatan, pe$lindungan atau 

pe$rwalian (mandate$). Namun, Konve$nsi Chicago 1944 tidak se$cara te$gas me$ngatur 

batas ke$daulatan udara di atas laut te$ritorial. Se$hingga, untuk me$ne$ntukan batas 

horizontal Wilayah Udara di atas laut te$ritorial me$ngikuti Konve$nsi PBB Te$ntang 

Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) yaitu laut te$ritorial ne$gara pantai dapat diklaim 

maksimal sampai de$ngan 12 mil laut.13 

Pada pe$rke$mbangannya, Konve$nsi Chicago dipandang kurang dapat 

me$ngakomodasi ke$pe$ntingan ne$gara-ne$gara ke$pulauan. Hal ini dise$babkan kare$na 
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pada saat Konve$nsi Chicago dise$pakati ole$h ne$garane$gara anggota, yakni pada tahun 

1944, konse$p ne$gara ke$pulauan be$lum diakui. Ke$te$ntuan me$nge$nai Wilayah Udara di 

dalam Pasal 1 dan pasal 2 Konve$nsi Chicago 1944 baru dimaknai te$rbatas pada konte$ks 

ne$gara pantai (coastal state$s) dan ne$gara yang tak be$rpantai (landlock state$s) 

Ke$te$rbatasan pe$ngaturan te$rse$but me$mbawa konse$kue$nsi bahwa ruang udara di atas 

pe$rairan yang be$rada di antara pulau-pulau dapat digolongkan se$bagai ruang udara 

inte$rnasional, kare$na sudah me$le$wati batas 12 mil laut.14 Hal ini dise$babkan kare$na 

adanya pe$rbe$daan cara pandang konse$p archipe$lago di ne$gara barat yang pada 

umumnya didominasi ole$h ne$gara pantai (coastal state$s) dan ne$gara yang tak 

be$rpantai (landlock state$s) de$ngan ne$gara ke$pulauan se$pe$rti di Indone$sia. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 te$ntang Pe$ne$rbangan te$lah me$mbe$dakan 

pe$nge$rtian ruang udara dan wilayah udara. Istilah ruang udara digunakan apabila 

te$rkait de$ngan pe$layanan navigasi pe$ne$rbangan (air navigation se$rvice$s) se$bagaimana 

yang te$rtuang dalam Pasal 262 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, se$dangkan 

wilayah udara te$rkait de$ngan dime$nsi ke$daulatan se$bagaimana diatur dalam pasal 5 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Hal ini ke$mudian me$mbawa konse$kue$nsi 

bahwa ruang udara me$miliki dime$nsi yang le$bih luas dari wilayah udara. Air Navigation 

Indone$sia (Airnav) yang me$rupakan ope$rator pe$layanan navigasi pe$ne$rbangan dalam 

laporan tahunannya (annual re$port) me$nye$butkan bahwa luasan ruang udara le$bih 

luas dari wilayah udara kare$na Airnav me$miliki tanggung jawab untuk me$mbe$rikan 

pe$layanan sampai de$ngan ruang udara yang be$rada di atas laut be$bas (oce$anic FIR) 

maupun ruang udara ne$gara lain yang dide$le$gasikan ke$pada Airnav (Ruang udara di 

atas Christmas dan Timor Le$ste$). Ole$h kare$na luasnya pe$nge$rtian ruang udara dan 

komple$ksitas pe$ngaturannya, maka dalam pe$mbahasan se$lanjutnya akan diuraikan 

pe$mbagian ruang udara. 
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Ne$gara Ke$satuan Re$publik Indone$sia be$rdaulat pe$nuh dan e$ksklusif atas Wilayah 

Udara baik se$cara ve$rtikal maupun horisontal. E$ksklusif yang dimaksud adalah 

ke$we$nangan ne$gara untuk me$ngatur (jude$xfaction) dan me$ne$gakkan hukum 

(jude$xaction). Batas ve$rtikal Wilayah Udara de$ngan batasan paling tinggi 110 (se$ratus 

se$puluh) kilome$te$r di atas pe$rmukaan laut. Se$dangkan Batas horizontal Wilayah Udara 

me$ngikuti batas ke$daulatan ne$gara di darat dan di laut se$suai de$ngan ke$te$ntuan 

pe$raturan pe$rundang-undangan dan hukum inte$rnasional. Wilayah Udara me$rupakan 

wilayah yang dipe$runtukkan:  

1) Pe$sawat Udara Sipil Indone$sia;  

2) Pe$sawat Udara Ne$gara Indone$sia;  

3) Wahana Udara Sipil Indone$sia; dan  

4) Wahana Udara Ne$gara Indone$sia.  

Se$lain itu, juga dapat dipe$rgunakan untuk :  

1) Pe$sawat Udara Sipil Asing be$rjadwal;  

2) Pe$sawat Udara Sipil Asing tidak be$rjadwal;  

3) Wahana Udara Sipil Asing;  

4) Pe$sawat Udara Ne$gara Asing; dan/atau  

5) Wahana Udara Ne$gara Asing. 15 

Pe$nggunaan Wilayah Udara ole$h Pe$sawat Udara/Wahana Udara Sipil Asing 

maupun Pe$sawat Udara/Wahana Udara Ne$gara Asing wajib me$miliki izin.  

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 te$ntang pe$ne$rbangan hanya diatur 

me$nge$nai kawasan ke$se$lamatan ope$rasi pe$ne$rbangan yang diatur dalam pasal 202 

huruf h undang-undang no 1 tahun 2009 te$ntang pe$ne$rbangan, kawasan ke$se$lamatan 

ope$rasi pe$rne$rbangan yang dimaksud dalam pasal 202 huruf h ini dije$laskan pada 
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pasal 206 uu no 1 tahun 2009 te$ntang pe$rbangan me$nye$butkan bahwa: 

“Kawasan ke$se$lamatan ope$rasi pe$ne$rbangan 

se$bagaimana dimaksud dalam Pasal 202 huruf h te$rdiri atas:  

a. kawasan ancangan pe$ndaratan dan le$pas landas;  

b. kawasan ke$mungkinan bahaya ke$ce$lakaan;  

c. kawasan di bawah pe$rmukaan transisi;  

d. kawasan di bawah pe$rmukaan horizontal-dalam;  

e. kawasan di bawah pe$rmukaan ke$rucut; dan  

f. kawasan di bawah pe$rmukaan horizontal-luar.16” 

 

Be$rdasarkan pasal te$rse$but, Yang dimaksud de$ngan “kawasan di bawah 

pe$rmukaan horizontal dalam” adalah bidang datar di atas dan di se$kitar bandar udara 

yang dibatasi ole$h radius dan ke$tinggian de$ngan ukuran te$rte$ntu untuk ke$pe$ntingan 

pe$sawat udara me$lakukan te$rbang re$ndah pada waktu akan me$ndarat atau se$te$lah 

le$pas landas. Se$rta Yang dimaksud de$ngan “kawasan di bawah pe$rmukaan horizontal 

luar” adalah bidang datar di se$kitar bandar udara yang dibatasi ole$h radius dan 

ke$tinggian de$ngan ukuran te$rte$ntu untuk ke$pe$ntingan ke$se$lamatan dan e$fisie$nsi 

ope$rasi pe$ne$rbangan, antara lain, pada waktu pe$sawat udara me$lakukan pe$nde$katan 

untuk me$ndarat dan ge$rakan se$te$lah tinggal landas atau ge$rakan dalam hal me$ngalami 

ke$gagalan dalam pe$ndaratan. 

Jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 te$ntang Pe$ne$rbangan, 

de$limitasi batas horizontal ruang udara di Indone$sia be$lum diatur se$cara khusus, 

te$tapi undang-undang ini me$mbe$rikan dasar hukum yang me$mpe$rkuat ke$daulatan 

ne$gara atas ruang udara yang be$rada di atas wilayah Indone$sia. Pasal 5 UU 

Pe$ne$rbangan se$cara te$gas me$nyatakan bahwa ke$daulatan ruang udara be$rada pada 
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Ne$gara Ke$satuan Re$publik Indone$sia, me$ncakup ruang udara di atas daratan, pe$rairan 

pe$dalaman, pe$rairan ke$pulauan, dan laut te$ritorial. Hal ini se$jalan de$ngan prinsip 

ke$daulatan yang diatur dalam Konve$nsi Paris 1919 dan Konve$nsi Chicago 1944. 

Namun, UU No. 1 Tahun 2009 tidak me$mbe$rikan de$finisi rinci te$ntang batas horizontal 

ruang udara, se$hingga se$cara hukum, de$limitasi ruang udara horizontal te$tap me$ngacu 

pada batas wilayah darat dan laut yang te$lah dite$ntukan ole$h hukum nasional dan 

diakui se$cara inte$rnasional. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Te$ntang Pe$ne$rbangan juga me$ne$gaskan 

pe$ntingnya pe$ngaturan ruang udara untuk me$njamin ke$se$lamatan, ke$amanan, dan 

ke$pe$ntingan nasional, te$rmasuk pe$nge$lolaan lalu lintas udara di wilayah ke$daulatan 

Indone$sia. Dalam hal ini, pe$ne$ntuan batas horizontal ruang udara me$njadi pe$nting 

untuk me$mastikan bahwa wilayah udara Indone$sia dike$lola se$suai de$ngan prinsip 

ke$daulatan, se$rta untuk me$nghindari pe$langgaran ole$h pe$sawat asing yang me$lintasi 

tanpa izin. Se$lain itu, Pasal 8 UU Pe$ne$rbangan me$ngatur bahwa wilayah ruang udara 

dapat digunakan se$suai de$ngan ke$te$ntuan hukum nasional, de$ngan te$tap 

me$nghormati pe$rjanjian inte$rnasional yang te$lah diratifikasi, se$pe$rti Konve$nsi Chicago 

1944. 

Ole$h kare$na itu de$limitasi atau pe$ne$ntuan batas ruang udara se$cara horizontal 

yang me$ncakup ruang udara nasional dan ruang udara be$bas dalam konte$ks hukum 

inte$rnasional. Be$rdasarkan Konve$nsi Chicago 1944, ruang udara nasional be$rada di 

bawah ke$daulatan pe$nuh suatu ne$gara, me$liputi wilayah udara di atas daratan dan 

laut te$ritorial se$jauh 12 nautical mile$s (NM) dari garis pantai. Ne$gara juga me$miliki hak 

yurisdiksi tambahan di zona tambahan yang be$rada di luar laut te$ritorial hingga 24 

NM, yang me$mungkinkan ne$gara me$ne$gakkan aturan te$rte$ntu se$pe$rti be$a cukai, 

imigrasi, dan pe$raturan ke$amanan. Se$lain itu, Zona E$konomi E$ksklusif (ZE$E$) hingga 200 

NM me$mbe$rikan hak e$ksklusif ke$pada ne$gara untuk me$nge$ksploitasi sumbe$r daya 

alam di wilayah te$rse$but. 



Di luar wilayah te$rse$but te$rdapat ruang udara be$bas, yang be$rada di atas ZE$E$ dan 

landas kontine$n. Ruang udara be$bas ini tidak dimiliki ole$h ne$gara te$rte$ntu dan diatur 

ole$h hukum inte$rnasional yang be$rsifat yurisdiksi global, di mana aturan pe$ne$rbangan 

dan pe$nggunaan wilayah udara ini harus se$suai de$ngan pe$rjanjian inte$rnasional. Dasar 

hukum yang me$njadi pe$doman de$limitasi horizontal ini te$rmasuk Konve$nsi Chicago 

1944 dan Konve$nsi Paris 1919. De$ngan de$mikian, de$limitasi horizontal udara te$lah 

diatur se$cara te$gas dalam hukum inte$rnasional, me$mbe$rikan ke$je$lasan te$rkait 

ke$daulatan ne$gara atas wilayah udara nasional se$rta pe$ngaturan ruang udara be$bas 

untuk ke$pe$ntingan inte$rnasional. De$limitasi batas wilayah laut se$ring kali didasarkan 

pada prinsip yurisdiksi ke$timbang ke$daulatan pe$nuh. Hal ini me$ngacu pada re$zim 

hukum laut inte$rnasional yang diatur dalam Konve$nsi Pe$rse$rikatan Bangsa-Bangsa 

te$ntang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Dalam Pasal 56 UNCLOS, ne$gara pantai se$pe$rti 

Indone$sia me$miliki hak be$rdaulat atas ZE$E$ untuk tujuan e$ksplorasi dan e$ksploitasi 

sumbe$r daya alam, te$tapi hak ini tidak se$tara de$ngan ke$daulatan pe$nuh se$pe$rti yang 

be$rlaku di laut te$ritorial. Hal ini be$rarti bahwa dalam me$ne$tapkan batas ZE$E$ de$ngan 

ne$gara te$tangga, Indone$sia harus me$mprioritaskan pe$nde$katan yurisdiksi yang se$jalan 

de$ngan prinsip hukum inte$rnasional, te$rmasuk prinsip "e$quity" dan "e$quidistance$" 

se$bagaimana diatur dalam Pasal 74 UNCLOS. 

De$ngan de$mikian, me$skipun UU No. 1 Tahun 2009 tidak se$cara e$ksplisit me$ngatur 

de$limitasi batas horizontal ruang udara, imple$me$ntasi ke$daulatan atas ruang udara 

Indone$sia didasarkan pada batas darat dan laut te$ritorial yang diakui. Se$bagai upaya 

me$mpe$rje$las hal ini, pe$me$rintah dapat me$nyusun pe$raturan pe$laksana yang le$bih 

rinci me$nge$nai de$limitasi ruang udara, te$rmasuk batas horizontalnya, agar se$suai 

de$ngan pe$rke$mbangan ke$butuhan hukum dan ge$opolitik nasional. 

C. KESIMPULAN 

1. Ke$daulatan ruang udara me$rupakan prinsip hukum yang me$mbe$rikan ne$gara hak 

e$ksklusif untuk me$ngatur, me$ngawasi, dan me$lindungi ruang udara di atas wilayah 



te$ritorialnya, se$bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 

te$ntang Pe$ne$rbangan, yang se$cara te$gas me$nyatakan bahwa Indone$sia me$miliki 

ke$daulatan pe$nuh atas ruang udara di wilayah daratan, pe$rairan pe$dalaman, dan laut 

te$ritorialnya. Dalam pe$ngaturan ini, Prinsip Tanggung Jawab Ne$gara (State$ 

Re$sponsibility) me$njadi dasar pe$nting, yang me$ngharuskan ne$gara me$mastikan 

bahwa pe$nge$lolaan ruang udara dilakukan se$suai de$ngan hukum inte$rnasional dan 

tidak me$rugikan pihak lain, de$ngan ke$wajiban me$mbe$rikan re$parasi, re$stitusi, atau 

kompe$nsasi atas pe$langgaran yang te$rjadi. Pe$nge$lolaan ruang udara juga me$ncakup 

pe$ngawasan te$rhadap aktivitas pe$ne$rbangan sipil dan milite$r se$rta pe$laksanaan hak 

lintas alur laut ke$pulauan, se$bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1996 te$ntang Pe$rairan Indone$sia dan Pe$raturan Pe$me$rintah Nomor 37 Tahun 

2002. Ne$gara be$rhak me$lakukan tindakan te$gas te$rhadap pe$langgaran ruang udara, 

se$pe$rti me$mbe$rikan pe$ringatan, me$maksa pe$ndaratan, dan me$mprose$s 

pe$langgaran te$rse$but se$suai ke$te$ntuan hukum nasional. Prinsip tanggung jawab 

ne$gara dalam pe$nge$lolaan ruang udara me$nggarisbawahi pe$ntingnya pe$nye$le$saian 

se$ngke$ta yang muncul akibat pe$langgaran atau ke$ce$lakaan pe$ne$rbangan me$lalui 

me$kanisme$ hukum inte$rnasional, guna me$njaga hubungan diplomatik dan 

me$nce$gah e$skalasi konflik. De$ngan de$mikian, imple$me$ntasi undang-undang nasional 

yang e$fe$ktif, didukung ole$h komitme$n te$rhadap ke$rjasama inte$rnasional, me$njadi 

kunci dalam pe$nge$lolaan ruang udara yang be$rtanggung jawab, aman, dan se$laras 

de$ngan ke$pe$ntingan nasional se$rta stabilitas re$gional dan global. 

2. Pe$ngaturan horizontal tata ruang udara Ne$gara Indone$sia be$rdasarkan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2009 te$ntang Pe$ne$rbangan me$ne$gaskan ke$daulatan pe$nuh 

dan e$ksklusif Ne$gara Ke$satuan Re$publik Indone$sia atas ruang udara di atas wilayah 

daratan, pe$rairan pe$dalaman, pe$rairan ke$pulauan, dan laut te$ritorialnya. Namun, 

undang-undang ini be$lum se$cara spe$sifik me$ngatur de$limitasi batas horizontal ruang 

udara, se$hingga pe$ne$ntuan batas te$rse$but masih me$ngacu pada batas wilayah darat 



dan laut yang te$lah diatur ole$h hukum nasional dan diakui se$cara inte$rnasional. 

Dalam konte$ks ini, ruang udara me$miliki dime$nsi yang le$bih luas dibandingkan 

wilayah udara, me$ncakup tanggung jawab pe$layanan navigasi pe$ne$rbangan hingga 

ruang udara inte$rnasional yang dide$le$gasikan ke$pada Indone$sia. Me$skipun UU No. 1 

Tahun 2009 me$mbe$rikan dasar hukum yang kuat untuk me$ne$gakkan ke$daulatan 

ruang udara, pe$ngaturan yang le$bih rinci, te$rutama me$nge$nai batas horizontal, 

sangat dipe$rlukan untuk me$njamin ke$se$lamatan, ke$amanan, dan ke$pe$ntingan 

nasional, se$kaligus me$mastikan pe$nge$lolaan lalu lintas udara se$suai de$ngan prinsip 

ke$daulatan se$rta me$nghormati pe$rjanjian inte$rnasional se$pe$rti Konve$nsi Chicago 

1944. De$ngan de$mikian, dipe$rlukan pe$nyusunan pe$raturan pe$laksana yang le$bih 

de$tail untuk me$nye$suaikan pe$ngaturan tata ruang udara de$ngan ke$butuhan hukum 

dan ge$opolitik nasional yang te$rus be$rke$mbang. 
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